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NAMA : ANDY KURDIAN PRIMA 
NIM  : 10600106014 
JURUSAN : ILMU HUKUM 
JUDUL : Kontrak Baku dalam Perjanjian Jual Beli Motor ditinjau dari Asas 
Kebebasan Berkontrak di dalam KUHPerdat di Kota Makassar. 
Penelitian ini difokuskan pada pengungkapan secara deskriptif-analisis 
mengenai: (1)Kontrak baku dalam perjanjian jual beli motor ditinjau dari asas 
kebebasan berkontrak dalam kuhperdata di Kota Makassar; dan (2)latar belakang 
terjadinya kontrak baku dalam perjanjian jual beli motor di tinjau dari asas kebebasan 
berkontrak dalam KUHPerdata di Kota Makassar. 
Jenis penelitian adalah penelitian melakukan wawancara dan memberikan 
kusioner yang bersifat pertanyaan kepada para pihak yang terkait dalam penyusunana 
skripsi ini . Sumber data adalah beberapa informan kunci yang terdiri dari 25  (dua 
puluh lima) pihak konsumen, 20 (dua puluh) orang dari pihak pelaku usaha, 5 orang 
(lima) dari staf YLKI Makassar. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi 
dokumentasi, kemudian diuraikan dengan analisis deskriptif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak baku dalam perjanjian jual beli 
motor di kota Makassar  merupakan suatu perjanjian yang bertentangan dengan 
undang-undang hukum perdata dalam buku III, perjanjian baku dikatakan 
bertentangan karena perjanjian tersebut tidak memenuhi 4 (empat) unsur syarat-syarat 
dalam pembuatan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 yang intinya harus ada 
kesepakatan antara kedua belah pihak. Kontrak baku juga merupakan suatu perjanjian 
yang isi perjanjiannya di tentukan oleh pihak perusahaan yang diberikan kepada 
pembeli (konsumen), sedangkan para konsumen hanya mensepakati surat perjanjian 
tersebut tidak ada campur tangan dalam menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian. 
Timbulnya kontrak baku dilatar belakangi terhadap surat perjanjian dalam artian 
pihak pelaku usaha (penjual) tidak menginformasikan terlebih dahulu dan tidak juga 
memberikan duplikat dari surat perjanjian tersebut maka ketika ada permasalahan 
maka pihak konsumen tidak boleh mempermasalahkannya karena didalam isi 
perjanjian sudah diatur segalanya tentang barang,hak pembeli,hak penjual (kreditur), 




A. Latar Belakang 
Dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai macam perjanjian, salah 
satu diantaranya adalah “Perjanjian Jual Beli”. Perjanjian ini timbul dalam praktek 
karena adanya tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dalam masyarakat.  
Perjanjian jual beli di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat 
kita lihat dalam praktek sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap 
perjanjian  tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya. Baik dalam 
kalangan produsennya (penjual) maupun konsumen (pembeli). Perjanjian tersebut 
sering kita jumpai pula dalam praktek dunia perdagangan sepeda motor. Bahkan 
perjanjian jual beli tersebut  dapat dikatakan tumbuh dan berkembang subur di 
Indonesia. Namun pertumbuhan tersebut tidaklah disertai dengan perkembangan 
perangkat peraturan secara memadai.  
Sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat fital, 
karena dengan memiliki dan menggunakan sepeda motor dirasa dapat mendukung 
segala aktifitas manusia itu sendiri, tetapi karena keterbatasan kemampuan ekonomi 
orang yang tidak memungkinkan untuk membeli sepeda motor di dealer secara tunai, 
dan mempunyai peluang untuk membeli motor yang ditinjau oleh pihak lainnya 
(sebagai pembiyayaan) maka para pihak melakukan pengangsuran barang tersebut 
sampai batas waktu tertentu. 
Kata Kontrak/perjanjian itu sendiri, yang sebenarnya tiada lain adalah suatu 
perjanjian. Namun, kata kontrak dalam percakapan sehari-hari ternyata memang 
berbeda. Pengertian awan memehaminya dalam arti yang sempit, dalam pembicaraan 
sehari-hari umumnya dibedakan antara sewa dan kontrak. Bilamana ada orang 
menyebut kontrak, itu dipakai dalam pengertian kontrak rumah,kontrak rumah, 
kontrak toko, dan lain-lain, dan apabila ada orang yang mengatakan sewa rumah atau 
sewa gedung,yang dimaksud bukanlah dalam arti kontrak melainkan hanya dikatakan 
sewa yang tidak mempunyai kepastian waktu (belum ada kepastian waktu) cenderung 
dalam pengertian sewa harian atau bulanan. Kata kontrak diartiakan secara sempit, 
yaitu hanya urusan sewa–menyewa. Sedangkan mengenai perjanjian jual beli, 
tentunya pertama-tama yang harus dipahami adalah mengenai jual beli itu sendiri, 
seperti pengertian jual beli, hak-hak dan kewajiban pembeli, bagaiman beralihnya hak 
milik, tentang risiko, dan sebagainya. Sehubung dengan hal tersebut, dalam 
kesempatan ini marilah kita membicarakan secara sepintas materi yang diatur dalam 
bab kelima, keenam dan ketujuh kitab undang-undang hukum perdata, yaitu tentang 
jual beli. 
 
Perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak  diikat oleh 
undang-undang. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji 
atau melakukan kontrak kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling 
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam peristiwa ini, timbulah suatu 
hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.1 
Untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pihak yaitu debitur dan 
kreditur, maka dalam undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 
Pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha, bunyi dari pasal tersebut sebagai 
berikut:  
“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” 
Pasal diatas ayat 1 membahas tentang perlindungan bagi pihak konsumen apabila 
terjadi persoalan tentang kontrak baku sedangkan perlindungan bagi para pelaku 
usaha di bahas dalam ayat 5 yang berbunyi: 
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 
merupakan kesalahan konsumen”.  
                                                            
1  Salim, Hukum Kontrak, (Jakarta : , Sinar Grafika, 2009), h. 7. 
Perjanjanjian antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha adalah suatu 
prilaku/perbuatan yang isi perjanjiannya ditentukan oleh kedua belah pihak yang 
telah terikat. Prilaku tersebut tidak bisa terlepas dari peraturan-peraturan perjanjian 
yang erat hubungannya dengan KUHPerdata yang dibahas dalam pasal 1320, yang 
berbunyi tentang asas kebebasan berkontrak yaitu: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya( de toestemming). 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian( de bekwaam heid) 
3. Suatu hal tertentu( een bepald onderwerp) dan 
4. Suatu sebab yang tidak terlarang atau legal ( eene geoorloofde oorzaak). 
 Pasal diatas menunjukkan/ditafsirkan bahwa para pihak yang terkait dalam 
pembutan kontrak mempunyai berbagai kesempatan yang sama untuk 
mengungkapkan isi perjanjian, tetapi dalam kenyataannya di lapangan ekonomi, isi 
perjajian atau kontrak tersebut telah ditentukan salah satu pihak saja sementara pihak 
lainnya tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan isi perjanjian. Sebagaimana 
yang kita ketahui bahwa tidak ada suatu formalitas tertentu yang menyatakan, suatu 
perjanjian/kontrak harus tertulis atau tidak, bahkan suatu perjanjian bisa tercapai 
secara verbal hanya dengan lisan saja. Adapun contoh dari kasus yang termasuk juga 
sebagi kontrak baku:   
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh 
pelaku usaha terhadap konsumen merupakan sebuah pelanggaran dirana hukum 
perdata yang kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen, dan sampai 
sekarang kasus tersebut tidak pernah adanya kejeraaan terhadap pihak pelaku usaha, 
sedangkan akibat hukum dari perjanjian/kontrak  yang sah adalah berlakunya 
perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun contoh 
lain yang termasuk dalam kontrak/perjanjian baku yang terdapat dalam perjanjian jual 
beli motor tetapi disini pelaku tidak membelinya secara cash tetapi kredit, jadi pihak 
pelaku usaha yang sebagai pihak penjual memberikan perjanjian/kontrak kepada 
pihak konsumen yang posisinya sebagai pembeli dan yang menjadi masalah adalah 
ketika dalam penandatanganan dan pembuatan isi perjanjian dibuat oleh pelaku usaha 
dan diberikan kepada konsumen untuk ditandatangani dan disetujui, yang menjadi 
permasalahan disini sebelum pembuatan isi perjanjian pelaku usaha tidak 
memberitahukan kepada konsumen tentang isi perjanjian atau setelah transaksi selesai 
maka pihak pelaku usaha tida memberikan surat atau isi perjajian kepada konsumen 
maka ketika terjadi permasalahan maka dalam perjanjian tersebut tidak bisa 
dibatalkan karena sebelumnya semua isi perjanjian sudah disetujui oleh pihak 
konsumen. Perbuatan tersebut berlaku juga sebagai undang-undang. Yang dimaksud 
dengan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adalah 
bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian mengikat para 
pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Para pihak yang telah 
melakukan kontrak/perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, 
kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-
alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam kontrak/ 
perjanjian.  
Perikatan dapat timbul dari dua hal yaitu karena perjanjian dan atau karena 
undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah perikatan yang timbul 
atas dasar sepakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak antar para pihak. 
Kesepakatan tersebut berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak 
yang terikat dengan kesepakatan tersebut (Pasal 1338 KUHPerdata).Terlepas dari 
sumber timbulnya perikatan, setiap perikatan harus memenuhi unsur-unsdur sebagai 
berikut2 : 
1. Hubungan hukum tersebut melekatkan hak pada satu pihak dan kewajiban 
pada pihak lainnya. Pelanggaran oleh satu pihak atas hubungan tersebut, 
menempatkan hukum untuk berperan dalam pemenuhan atau pemulihannya. 
2. Kekayaan dan immaterialitas Hubungan hukum yang dapat dinilai dengan 
uang merupakan suatu perikatan. meskipun hubungan hukum tidak dapat 
dinilai dengan uang, apabila rasa keadilan masyarakat menghendaki agar 
suatu hubungan diberi akibat hukum, maka hukumpun akan melekatkan 
akibat dari hukum pada hubungan tersebut sebagai suatu perikatan. 
Dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
dinyatakan bahwa Klausula Baku atau biasa disebut dengan perjanjian yang dibuat 
                                                            
2Mariam Darus Badrulzaman et.al, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung : PT Citra Aditya 
Bakti, 2001), h. 1. 
 
secara sepihak adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi 
oleh konsumen. Secara sepintas, dapat terkesan bahwa perjanjian baku bertentangan 
atau tidak sejalan dengan asas-asas umum perjanjian seperti asas sepakat dan 
konsensual, mengingat terms and conditionnya telah ditetapkan (pre determined) 
secara sepihak. Namun demikian, bahwa dengan diterimanya syarat-syarat tersebut 
oleh pihak lainnya dapat diartikan bahwa secara sukarela yang bersangkutan telah 
mengikatkan diri untuk menerima persyaratan-persyaratan dimaksud yang sangat 
bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Mengingat penundukan sukarela 
yang demikian, maka penting dijaga bahwa terms and condition  tersebut memenuhi 
unsur-unsur keadilan, kepatutan, keseimbangan dan perlindungan bagi pihak yang 
secara objektif faktual berada dalam posisi yang tidak seimbang. teori tersebut sudah 
terbentuk dalam fakta yang sering kita lihat umunya dalam perjanjian jual beli. 
Pada dasarnya terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli 
atau pihak pelaku usah dengan konsumen adalah pada saat terjadinya persesuaian 
khendak dan pernyataan mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu 
belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (pasal 1458 KUH Perdata). 
Walaupun telah terjadinya antara persesuaian terhadap kehendak dan pernyataan, 
namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti oleh 
proses penyerahan benda. 
Di dalam KUHPerdata tidak ditentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian 
jual beli. Bentuk perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. 
Perjanjian secara lisan cukup dilakukan berdasarkan konsensus para pihak tentang 
barang dan harga. Sedangkan perjanjian jual beli secara tertulis merupakan perjanjian 
yang di buat oleh para pihak  dalam bentuk tertulis, apakah itu dalam bentuk akta 
dibawah tangan maupun akta autentik.        
Kondisi objektif faktualnya tentang perjanjian jual beli tersebut antara lain 
dapat berupa tidak adanya alternatif untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang terbuka, 
atau tidak adanya waktu yang cukup bagi satu pihak untuk merundingkan terms and 
conditions atau posisi tawar yang relatif lebih lemah baik karena kedudukan 
monopolistis atau karena sifat barang dan/atau  jasa maupun bangunan yang menjadi 
objek perjanjiannya3. Kontrak baku adalah kebutuhan nyata dalam sebuah bisnis. 
Kebutuhan tersebut timbul mengingat sifat-sifat dari transaksi seperti berulang-ulang 
dan relatif homogen, berlaku umum dan massal serta telah merupakan kebiasaan 
dalam dunia perdagangan. Namun demikian, Undang-undang membatasi kebebasan 
dari satu pihak untuk mendiktekan ketentuan dan syarat-syaratnya untuk tidak 
bertentangan dengan asas-asas umum pada perikatan.  
                                                            
3Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2009), h. 23. 
. 
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dalam konsideransnya menyatakan  bahwa 
untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, 
pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian para pihak  untuk melindungi 
dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. 
B. Rumusan dan Batasan Masalah 
Bertolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok 
masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah kontrak baku dalam 
perjanjian jual beli  motor yang diitinjau dari asas kebebassan berkontrak dalam 
KUH Perdata di Makassar” , yang menjadi sub masalah sebagai berikut:  
1.  Bagaimana kontrak baku dalam perjanjian jual beli motor menurut asas kebebasan 
berkontrak dalam KUH Perdata di Makassar?  
2. Apakah yang melatar belakangi sehingga terjadi kontrak baku di dalam perjanjian 
jual beli motor di kota Makassar  ? 
C. Hipotesis 
Setelah penulis merumuskan masalah sebagaimana di atas, maka lebih lanjut 
penulis akan mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara dari permasalahan 
yang ada. Adapun hipotesis yang dimaksud adalah : 
1. Kontrak baku dalam perjanjian jual beli di Makassar merupakan perjanjian yang 
proses perjanjiannya tidak sah dan banyak para pihak konsumen tidak menyetujui 
adanya kontrak baku dalam perjanjian jual beli motor karena perjanjian tersebut 
dibuat oleh salah satu pihak saja sedangkan pihak yang lain tidak berhak campur 
tangan dalam pembutan perjanjian tersebut dan sampai sekarang (fakta) pelaku 
usaha yang membuat kontrak baku dalam perjanjian jual beli motor tidak ada 
yang pernah diadili maupun di penjara dalam kasus kontrak baku. 
2. Perjanjian baku timbul di tengah masyarakat disebabkan oleh pihak penjual dalam 
proses transaksi lebih cepat menentukan isi pejanjian, sedangkan pihak pembeli 
tidak ada kesempatan untuk menentukan isi perjanjian tersebut dan kurangnya 
informasi terhadap isi perjanjian tersebut. Perjanjian baku juga di timbulkan 
dengan keadaan ekonomi masyrakat yang terus meningkat dalam dunia 
perdagangan dan tidak bisa dipungkiri bahwa kontrak baku juga merupakan 
kebutuhan para pelaku usaha dalam dunia bisnis.    
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan 
Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman atau penafsiran yang keliru 
dari pembaca dalam memahami makna yang dimaksudkan dalam skripsi ini, maka 
perlu diberikan definisi secara operasional mengenai judul, yaitu: 
Kontrak adalah perjanjian antara dua belah pihak dalam perdagangan, sewa 
menyewa dan  sebagainya.4 
Baku adalah pokok utama, atau tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau 
kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesapakatan, standar.5 
Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir dan 
berpendapat.6 
                                                            
4Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta : balai pustaka 
2005),  h. 523. 
 
5ibid h. 82. 
Kebebasan adalah keadan bebas, kemerdekaan : manusia yang tertindas harus 
berjuang untuknya.7 
Jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atau 
pihak pelaku usaha dan konsumen yang mana pihak satu mengikat dirinya untuk 
menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang 
dijanjiakan.8   
Berdasarkan definisi diatas maka secara operasional konrak baku dalam 
perjanjian jual beli  adalah suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang telah ditentukan 
isi kontrak tersebut oleh perusahaan atau  pusat perbelanjaan yang tidak dapat 
diganggu gugat tentang apa yang berkaitan dengan isi kontrak tersebut.  
E. Kajian Pustaka 
Pokok masalah yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini secara substansial 
sudah banyak dikaji oleh penulis-penulis sebelumnya, akan tetapi pembahasannya 
sangat parsial dan lebih banyak dibahas dalam acara–acara yang hanya membutuhkan 
waktu yang singkat, sehingga pada tataran intensional penulisan belum mampu 
menghadirkan pemahaman wacana yang akurat dan holistik. Oleh karena itulah maka 
pembahasan ini didasarkan pada literatur yang telah ada, yang telah diakui 
kebenarannya dengan menekankan pembahasan yang lebih mudah dan dapat 
dipahami oleh siapapun yang membacanya. 
                                                                                                                                                                         
6ibid h. 60. 
7ibid h. 104. 
8 I.G.  Rai widjaya, Merancang Suatu Kontrak,  (Bekasi : Mega Poin, 2004), h. 150. 
Adapun literatur-literatur yang penulis gunakan sebagai pedoman utama 
dalam penulisan skripsi ini. Secara singkat bisa disebutkan sebagai berikut : 
1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
2.  Dr. Ahmad Miru  dalam bukunya yang membahas tentang kontrak baku. 
3. I.G.  Rai widjaya dalam bukunya yang membahas tentang Merancang Suatu 
Kontrak. 
4. Undang-undang Hukum perlindungan konsumen. 
5. Buku – buku ilmiah lainnya yang dianggap relevan dengan masalah kontrak 
baku  yang telah diuraikan oleh ahlinya. 
Judul ini belum di bahas secara khusus dan jelas sehingga harus dikaji lebih 












A. Pengertian Kontrak 
Kata kontrak, yang tiada lain adalah suatu perjanjian. Namun , kata Kontrak 
dalam percakapan sehari-hari berbeda. Pengertian awam memahaminya dalam arti 
yang sempit. Dalam pembicaraan sehari-hari umumnya dibedakan antara sewa dan 
kontrak. Bilamana ada orang yang menyebutkan kontrak, itu dipakai dalam 
pengertian kontrak rumah, kontrak gudang, kontrak toko, dan lain-lain. Dan apabila 
ada orang mengatakan sewa rumah atau gedung, yang di maksud bukanlah dalam arti 
kontrak. Jadi, kata kontrak lebih menunjukan adanya kepastian janga waktu yang 
pastinya lebih lama. Lain halnya dengan sewa. Dalam sewa belum ada kepastian 
waktu,atau cenderung dalam pengertian sewa atau bulanan. 
Dengan demikian, masih terdapat  pengertian yang rancu antara kontrak dan 
sewa. Padahal yang benar, kontrak itu adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam 
tulisan atau perjanjian tertulis atau surat. Singkatnya, kontrak adalah perjanjian 
tertulis atau surat.  
Menurut literatur Black’s Law Dictionary.9 Dia membahasan kontrak dalam 
bentuk bahasa inggris yaitu: 
                                                            
9 Ibid, h. 11. 
Contract: An agreement between two or more persons which creates an 
obligation to do a peculiar thing”. 
  Yang artinya, Kontrak diartikan sebagia suatu perjanjian atau persetujuan  antara 
dua orang atau labih yang dimana menimbulkan sebuah untuk melakuakan atau tidak 
melakukan sesuatu secara sebagian atau berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang 
khusus. 
Adapun pengertian kontrak tidak disebut secara tegas dalam literatur hukum. 
Kontrak lebih merupakan istilah yang digunakan dalam perikatan-perikatan bisnis 
disamping MoU (Memorandum Of Understanding), yang pemakaian istilahnya 
bersifat khusus untuk perikatan bisnis. Kontrak yang dibuat dalam hubungan bisnis 
memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki 
akibat hukum. Oleh karena kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang 
mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, maka pengertiannya sama dengan 
perjanjian sekalipun istilah kontrak belum tentu sebuah perjanjian karena perjanjian 
tidak eksklusif sebagai istilah suatu perikatan dalam bisnis.10 
Menurut J.Satrio, perjanjian dapat mempunyai dua arti,yaitu: 
1. Arti luas Suatu perjanjian/kontrak berarti setiap perjanjian yang 
menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak.. 
                                                            
10 Agustinus Dawarja dan   Aksioma Lase Pengertian Pokok dan Teknik Perancangannya , 
(Bekasi : Sinar Grafika, 2007),  h. 45. 
2. Arti sempit Perjanjian/kontrak berarti hanya ditunjukan kepada hubungan-
hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja.11 
Menurut Abdulkadir Muhamad bahwa perjanjian dapat dirumuskan sebagai 
suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk 
melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.12 
Menurut F Subekti, bahwa kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang 
berjanji untuk melaksanakan sesuatu, Kontrak juga diterjemahkan dari bahasa inggris, 
yaitu contract, sedangkan dalam bahasa belanda disebut denga istilah  
overeenscomstrecht.13 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, kontrak adalah suatu hubungan hukum 
mengenai harta benda atau pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap 
berjanji untuk melaksanakan sesuatu sedangkan pihak lain berhak menuntut 
pelaksanaan.14 
Sedangkan M. Yahya Harahap mengartikan kontrak adalah menyatakan 
bahwa seseorang atau lebih yang berjanji kepada seseorang atau lebih atau saling 
berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Ini merupakan suatu peristiwa yang 
menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang yang membuatnya yang disebut 
dengan perikatan, dan juga dibahasakan sebagai perangkat yang terdapat dalam 
                                                            
11 Ibid, h. 12. 
12 Salim, Hukum kontrak, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009),  h. 25 .   
13Ibid,  h. 10.  
14 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2009), h.  21 
hukum perdata yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis 
perjanjian tertentu.15 
Lawrence M. Friedman tidak menjelaskan kontrak sebagai aspek tertentu dari 
pasar dan jenis perjanjiannya. Apabila dikaji aspek pasar,tentunya kita akan mengkaji 
dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah market. Di 
dalam berbagai market tersebut maka akan menimbulkan berbagai macam kontrak 
yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang melakukan perjanjian 
jual beli, sewa-menyewa, beli sewa, leasing dan lain-lain.16 
Michael D. Bayles mengkaji kontrak sebagai pelaksanaan perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak, tidak melihat pada tahap-tahap prakontraktual dan 
kontraktual. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah 
kontrak. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh 
mereka sendiri.17 
 Beberapa pendapat tentang pengertian kontrak tersebut antara lain: 
1.  Munir Fuady Banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-
masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang 
dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam 
definisi tersebut.  
                                                            
15 M. Yahya Harahap, Hukum perjanjian (Bandung : Alumni, 1986), h. 52 
16Ibid, h. 89.  
17 Op,Cit, 34. 
2. Bayu Seto Salah satu definisi kontrak yang diberikan oleh salah satu kamus, 
bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua 
orang atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan 
hubungan hukum.18 
Emmy Pangaribuan Simanjutak Kontrak sebagai suatu perjanjian, atau 
serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi 
terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum 
dianggap sebagai suatu tugas, pendapat diatas juga membahasakan pengertian 
kontrak dalam bahas inggris yaitu: 
Contract is: An agreement between two or more persons not merely a shared 
belief, but common understanding as to something that is tobe done in the 
future by one or both of them. 
Artinya : kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak 
hanya memberikan kepercayaan,tetapi secara bersama saling pengertian untuk 




                                                            
18  Ibid, h. 11 
19 Ibid, h. 34 
Adapun definisi lain yang berpendapat tentang kontrak yaitu: 
Rangkaian atau kaidah-kaidah yang memberikan kepastian hukum terhadap 
berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-warga yang terkait dalam perjanjian 
yang sejenisnya dan kontrak juga adalah suatu “peristiwa” di mana seorang berjanji 
kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 
suatu hal.20 
Kontrak menurut Hobbes adalah metode dimana hak-hak fundamental dari 
manusia dapat dialihkan, sebagaimana halnya dengan hukum alam yang menekankan 
tentang perlunya ada kebebasan bagi manusia, maka hal itu berlaku juga berkaitan 
dengan kontrak-kontrak. Dengan demikian Kontrak adalah: suatu perbuatan dengan 
mana satu piahak atau lebih mengikatkan dirinya atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih. 21   
Dengan kesimpulannya kontrak atau perjanjian adalah Hubungan hukum 
antara subjek hukum yang satu dengan yang lain dalam bidang harta kekayaan, di 
mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum 
yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah 
disepakati sedangkan dalam Pasal 1313 juga dibahas tentang defenisi kontrak yang 
berbunyi: 
                                                            
20 Ibid, h. 37 
21 Ibid, h. 26 
 
1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjajian, 
2. Tidak tampak asas konsensualime, dan  
Bersifat dualisme.  
B. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak  
Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham 
individualism yang secara embrional lahir pada zaman yunani, yang diteruskan oleh 
kaum Epicurusten dan berkembang pesat dalam zaman reinaisance melalui antara 
lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hibbes, Jhon Locke dan Rossseeau. 
Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham 
individualism mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya perang dunia II. Paham 
ini tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak 
mendapat perlindungan. Oleh karena itu, khendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak 
tetapi akn diberi arti relative dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan 
subtansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada pihak namun perlu diawasi. 
Pemerintah sebagai pengembang kepentingan umum menjaga keseimbangan 
kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penorobosan hukum 
kontrak kebidang hukum public. 22    
                                                            
22Salim , Hukum kontrak,(Jakarta: Sinar  Grafika,  2009), h. 112  
Dalam buku III Hukum Perdata asas kebebasan berkontrak diartikan sebagai 
bebas dalam maksud lain setiap orang dapat membuat perjanjian sesuai dengan 
maksud dan keinginannya.23 
Sistem terbuka yang dimiliki hukum kontrak, memberikan kebebasan 
sedimikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau 
mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan para pihak yang 
berjanji. Untuk itu, terbuka kebebasan yang seluas-luasnya unuk mengatur dan dan 
menentukan isi suatu perjanjian, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan 
kesusilaan. 
Asas kebebasan berkontrak adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.24  
Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan 
kepada para pihak untuk:  
1. Membuat atau tidak membuat perjanjian 
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun, 
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan  
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 
Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga 
disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh 
                                                            
23 I.G.  Rai widjaya, Merancang Suatu Kontrak,  (Bekasi : Mega Poin, 2004), h. 33. 
24 Ibid, h. 34  
undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang 
apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak 
ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa 
semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan 
hukum dalam hukum kontrak. 
Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak (beginsel 
der contractsvrijheid) adalah dengan jalan menekankan pada perkataan semua yang 
ada di muka perkataan perjanjian. Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) tersebut 
seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan 
membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita. sebagaimana mengikatnya 
undang-undang.25 
Menurut Mariam Darus Badrulzaman Pembatasan terhadap kebebasan itu 
hanya berupa apa yang dinamakan ketertiban umum, kesusilaan dan semua yang 
mengandung, arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun 
yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak 
(contractvrijheid) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan 
                                                            
25 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2009), h. 45 
 
"apa" dan "siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan 
Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat.26  
Lebih lanjut Sutan Remy Sjandeini mengemukakan Kebebasan berkontrak 
adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini 
adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi. Pendapat ini 
mempelajari hukum perjanjian negara-negara lain dapat disimpulkan bahwa asas 
kebebasan berkontrak sifatnya universal, artinya berlaku juga pada hukum perjanjian 
negara-negara lain, mempunyai ruang lingkup yang sama seperti juga ruang lingkup 
asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia27. 
Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat 
perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya 
mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, 
pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas 
untuk memilih pihak  yang ia inginkan untuk membuat perianjian, asalkan pihak 
tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam pasal 1331, 
ditentukan bahwa andaikatapun seseorang membuat perjianjian dengan pihak yang 
dianggap tidak cakap menurut pasal 1330 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian itu 
tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.  
                                                            
26Subekti, Asas-asas Perjanjian (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2009), h. 37   
27 Ibid, h. 71 
C. Pengertian Jual Beli 
Mengenai jual beli itu sendiri menurut pengertian yang diberikan oleh undang-
undang, dalam kitab Undang-undang hukum perdata atau BW adalah: 
Suatu perjanjian atau suatu persetujuan timbal balik antara pihak yang satu selaku 
penjual yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain, yaitu 
pembeli, dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan.28 
Adapun pengertian jual beli yang dikutip dari artikel yaitu: 
 Perjanjian jual beli adalah persetujuan dimana penjual mengikatkan dirinya 
untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik (eneigendom te 
leveren) dan menjaminnya (virjwaren) pembeli mengikat diri untuk membayar harga 
yang diperjanjikan.29 
 Di dalam hukum Inggris, perjanjian jual beli (contract of sale) dapat 
dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu (actual sale) dan agreement to sell, hal ini 
terlihat dalam Section 1 ayat (3) dari Sale of goods Act. Sale adalah suatu pejanjian 
sekaligus dengan pemindahan hak milik (compeyence), sedangkan agreement to sell 
adalah tidak lebih dari suatu koop overeenkomst (perjanjian jual beli) biasa menurut 
KUH Perdata. Apabila dam suatu sale si penjual melakukan wanperstasi maka si 
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29Ibid,  hal. 50 
 
 
pembeli dapat menggunakan semua upaya dari seorang pemilik, sedangkan dalam 
agreement to sell, si pembeli hanya mempunyai personal remedy (kesalahan 
perorangan) terhadap si penjual yang masih merupakan pemilik dari barang (penjual) 
jatuh pailit, barang itu masuk boedel kepailitian.30  
D. Pengertian Kontrak (Perjanjian) Baku   
Kontrak baku atau yang dikenal juga dengan istilah kontrak standar sangat 
banyak dipraktekkan dewasa ini. Yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu 
kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, 
bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk 
formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak 
tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informasi 
tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di 
mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya 
sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah 
dibuat oleh salah satu pihak tersebut.   
Istilah kontrak baku berasal dari terjemahan dari bahasa inggris, yaitu 
standard contract. Standar kontrak merupakan perjanjain yang telah ditentukan dan 
telah di tuangkan dam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak 
oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. 
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Menerjemahkannya dengan istilah “perjanjian baku”, baku berarti patokan, 
ukuran, acuan. Olehnya jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahwa hukum itu 
ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang 
dapat menjadi pegangan umum. 31 
  Rijken mengatakan bahwa perjanjian baku adalah klausul yang dicantumkan 
di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk 
memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang 
terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.32 
Handius merumuskan perjanjian atau kontrak  baku sebagai berikut: 
“Standaardvoorwaarden zijnschriftelijke concept bedingen welke zijn opgesteld om 
zonder orderhandelingen omtrent hun inhoud obgenomen te worden Indonesia een 
gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van bepaald aard” 
artinya: “Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa 
membicarakan isinya dan lazimya dtuangkan dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas 
yang sifatnya tertentu”.33 
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Munir Fuady mendefinisikan  kontrak baku sebagai suatu kontrak tertulis 
yang hanya dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali 
tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir tertentu oleh salah satu 
pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak 
hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa 
perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak 
mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegoisasi atau 
mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga 
sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya 
disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegoisasi 
dan berada hanya pada posisi  “take it or leave it”. Dengan demikian, oleh hukum 
diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat 
sahnya kontrak dalam kontrak tersebut.34 
 Sedangkan menurut Pareto kontrak baku adalah suatu transaksi atau aturan 
adalah sah jika membuat keadaan seseorang menjadi lebih baik dengan tidak 
seorangpun dibuat menjadi lebih buruk.35 
Menurut Kaldor-Hicks, suatu transaksi atau aturan sah itu adalah efisien jika 
memberikan akibat bagi suatu keuntungan sosial. Maksudnya adalah membuat 
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keadan seseorang menjadi lebih baik atau mengganti kerugian dalam keadaan yang 
memperburuk.36 
 Menurut Treitel, “freedom of contract” digunakan untuk merujuk kepada dua 
asas umum (general principle). Asas umum yang pertama mengemukakan bahwa 
tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena 
syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi satu pihak. Jadi ruang 
lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan 
sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat, dan yang kedua bahwa pada umumnya 
seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjnjian. 
Intinya adalah bahwa kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak 
untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian.37  
Sementara pengertian perjanjian atau kontrak baku menurut Sutan Remy 
Sjahdeni ialah perjanjian yang klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya 
dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan 
atau meminta perubahan.38 
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Inti dari perjajian baku menurut Hondius Kontark baku adalah: “suatu isi 
dalam perjanjian  yang diberikan kepada pihak lain tanpa ada pembicaraan, 
sedangkan pihak lainnya hanya  diminta unutk menerima atau menolak isinya”.39 
 Mariam Daruz Badrulzaman juga mengemukakan ciri-ciri kontrak baku 
yaitu: 
1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh yang pihak yang posisinya 
(ekonominya) kuat; 
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi 
perjanjian; 
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu; 
4. Bentuk tertentu (tertulis); 
5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif , 
Sutan Remy Sjahdeini juga memberikan pengertian tentang perjanjian baku 
perjanjian baku adalah: 
    “Perjanjian yang hampir seluruh klasul-klasul yang dibakukan oleh 
pemakainya dan pihak lainya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk 
merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa 
hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah,warna, tempat, waktu dan 
beberapa hal lainya yang sepesipik dari objek yang diperjanjiakan. Dengan kata lain 
yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi  klasul-klasulnya. Oleh 
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karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaries, bila dibuat oleh notaris 
dengan klasul-klasul yang hanya mengambil alih saja klasul-klasul yang telah 
dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai 
peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klasul-klasul itu, maka 
perjanjian yang dibuat oleh akta notaris itupun adalah juga merupakan perjanjian 
baku (kontrak baku)”.40 
 Dari uraian diatas, jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan 
perjajian yang telah distandardisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak 
lainya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima 
isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila 
menolak, perjanjian itu di anggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani 
perjajian tersebut. 
E. Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Baku 
Latar belakang terjadinya kontrak atau perjanjian baku yang merupakan bahasan 
dari bahasa sehari-hari dalam dunia bisnis, tuntutan serta perkembangan dewasa ini, 
terlebih dalam dunia bisnis yang hampir disetiap bidangnya tidak lepas dari aspek 
transaksi ataupun perjanjian. Dalam kondisi tersebut, timbul suatu pertanyaan yang 
sekaligus menjadi permasalahan dalam makalah ini bahwa apakah perjanjian baku 
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tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian khusus 
kaitannya serta hubungan dengan asas kebebasan berkontrak.  
Dalam hukum perjanjian, atau dengan kata lain apakah perjanjian baku 
(standard contract) bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. 
Kaitannya dengan pertanyaan/masalah tersebut, sebagaimana juga yang telah 
dituangkan dalam pembahasan, bahwa unsur yang menjadi syarat sahnya suatu 
perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata ada empat, yaitu: 
a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya  
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
c. Suatu hal yang tertentu  
d. Suatu sebab yang halal. 
Hondius mengemukakan latar belakang sejarah timbulnya perjanjian baku 
yaitu Ia mengemukakan bahwa model kontrak baku telah mempunyai sejarah ribuan 
tahun. Ketika lima ribu tahun yang lalu di mesir dan Negara dua sungai dibuat 
tulisan-tulisan pertama, hampir pada saat yang sama muncul syarat-syarat kontrak 
yang dibakukan pertama kali. Sesudah itu dibanyak peradaban ada gejala untuk 
melepaskan formalism dari model-model kontrak yang ditetapkan oleh para 
rohaniwan. Sebaliknya kita melihat bahwa penggunaan syarat-syarat baku saat ini 
justru akan bertambah lagi. Kebutuhan akan syarat-syarat kontrak baku di Eropa 
Barat, teruma dalam abad ke -19 menjadi besar. Kongsi-kongsi (gilden) dengan 
peraturan-peraturan yang melindungi mereka ditiadakan. Revolusi industry 
menyebabkan pertambahan jumlah transaksi-tarnsaksi perdagangan. Juga timbulnya 
kosentrasi-konsentrasi modal yang semakin besar, menjadikan pemakain formulir-
formulir perlu pembuatan transaksi-transaksi penting, sekarang harus diserahkan 
kepada pejabat-pejabat rendahan, kepada siapa perumasan isi kontrak tidak dapat 
diserahkan. 41 
Dalam abad ke-20 pembakuan syarat-syarat kontrak makin meluas. Gras dan 
Pitlo juga mengemukakan latar balakang lahiranya kontrak (perjanjian) baku. Gras 
mengatakan bahwa kelahiran perjanjianbaku antara lain merupakan akibat dari 
perubahan susunan masyarakat. Masyarakat sekarang bukan lagi merupakan lagi 
merupakan kumpulan individu seperti ada abad XIX, tetapi merupakan kumpulan dari 
sejumlah ikatan kerja sama (organisasi). Perjanjian baku lazimnya diperbuat oleh 
organisasi perusahaan-perusahaan.42  
Pitlo menjelaskan Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan 
sosial  dan ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahan semi pemerintah atau 
perusahaan-perusahaan pemerintahan mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi 
dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak. 
Pihak lawannya (wederpartij) yang pada umumnya mempunyai kedudukan 
(ekonomi) lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya 
menerima apa yang disodorkan itu atau Pihak lawannya (wederpartij) pada umumnya 
mempunyai kedudukan lemah baik karena posisinya maupun karena 
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ketidaktahuannya, dan hanya menerima apa yang disodorkan. Pemakaian perjanjian 
baku tersebut sedikit banyaknya telah menunjukkan perkembangan yang sangat 
membahayakan kepentingan masyarakat, terlebih dengan mengingat bahwa awamnya 
masyarakat terhadap aspek hukum secara umum, dan khususnya pada aspek hukum 
perjanjian.43 
 Taryana Sunandar mengatakan bahwa pembuatan perjanjian atau kontrak 
baku pada awalnya dilakukan oleh perusahaan secara individual, kemudian oleh 
asosiasi bisnis. Pembuatan kontrak baku oleh lembaga internasional untuk Negara 
eropa diparkasai oleh UNECE (United Nation Economic Comission for eropa). 
Demikian pula bebagai asosiasi perdagagan seperti GFTA (Grain and free Trade 
Associaton) telah mengembangkan kontark baku untuk transaksi perdagangan jenis 
tertentu.44 
Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku disebabkan karena keadaan sosial 
ekonomi. Perusahaan besar, dan perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama 
dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat 
secara sepihak. Pihak lawannya (wederpartij) pada umumnya mempunyai kedudukan 
lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, dan hanya menerima 
apa yang disodorkan. Pemakaian perjanjian baku tersebut sedikit banyaknya telah 
menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat, 
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terlebih dengan mengingat bahwa awamnya masyarakat terhadap aspek hukum secara 
umum, dan khususnya pada aspek hukum perjanjian. Adalah suatu perbuatan yang 
terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih 
(pasal 1313 KUH Perdata). Defenisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan 
tersebut adalah tidak lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap oleh karena yang 
dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Selama perkembangannya 
hampir setengah abad Hukum Perjanjian Indonesia mengalam perubahan, antara lain 
sebagai akibat dari keputusan badan legislatif dan eksekutif serta pengaruh dari 
globalisasi. Dari perkembangan tersebut dan dalam praktek dewasa ini, perjanjian 
seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku (standard contract), dimana 
sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan ini sangat 
berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-
undang atau setidak-tidaknya diawasi pemerintah. Tetapi sesuai dengan fakta 
pendapat para pakar hukum kontrak bahwa kontrak baku sangat bertentangan dengan 
syarat sahnya pembuatan perjajian atau kontrak yang ditulis dalam pasal 1320 
KUHPerdata.45 
Ke empat syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata dibagi ke dalam 
2 kelompok, yaitu :  
1. Syarat subyektif, yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek 
perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 
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mereka yang membuat perjanjian, dimana dalam hal ini meliputi kesepakatan 
mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat 
perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat 
dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh 
salah satu pihak. 
2. Syarat obyektif, yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini 
meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif 
tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain 
batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian. 
Syarat-syarat diatas menyimpulkan sementara bahwa kontrak baku yang ditinjau dari 
asas kebebasan berkontrak sangat bertentangan di mata masyarakat dalam artian 
biarpun itu adalah bebas tetapi sangat bertentangan dengan peraturan tentang 
perjanjian yang diberikan kesetiap pelak usaha yang harus di ikuti dalam setiap 
tarnsaksi dengan konsumen. 
F. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian 
1. Menurut KUHPerdata 
Sekarang mari kita lihat lebih jauh mengenai perjanjian yang telah dibuat, sudah 
memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian atau belum. Dalam kaitan ini, 
sudah tentu kita harus mengacu kepada KUHPerdata, yang menyatakan bahwa untuk 
sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat. 
a. Kesepakatan dari mereka yang mengikat diri. 
b. Kecakapan untuk membuat suatau perikatan. 
c. Suatau hal tertentu. 
d. Suatu sebab yang legal. (pasal 1320 KUHPerdata). 
2. Menurut hukum kontrak Amerika 
   Di dalam hukum kontrak (law of contract) Amerika ditentukan empat syarat 
sahnya kontrak, yaitu: 
a. Adanya offer (penawaran)dan acceptance (penerimaan), 
b. Metting of minds (prsesuaian khendak), 
c. Consideration (prestasi), dan 
d. Competent paries and legal subject matter (kemampuan hukum para pihak 
dan pokok persoalan yang sah).46 
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BAB III 
METODE PENILITIAN 
A. Dasar Penelitian  
Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan 
untuk memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis, dan logis. Maka perlu 
penerapan langkah-langkah tertentu yang mendukung penelitian. Metode penelitian 
yang digunakan  untuk mengkaji tentang kontrak baku dalam perjanjian jual beli di 
tinjau dari asas kebebasan berkontrak di kota Makassar.   
Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
diamati. 
“Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian dengan beberapa 
pertimbangan. Diantaranya yaitu metode ini menyajikan secara langsung hakekat 
hubungan antara peneliti dan responden, selain itu metode ini lebih peka dan lebih 
dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap 
pola-pola nilai yang dihadapi. 
Terkait dengan jenis penelitian tersebut, maka pendekatan penelitian 
bertumpu pada pendekatan fenomenologis, yakni usaha untuk memahami arti 
peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap situasi tertentu.47 
Disini peneliti berusaha untuk masuk kedalam dunia konseptual para subyek 
yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu 
pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupan 
sehari-harinya. Dengan pendekatan inilah diharapkan bahwa pelaksanaan perjanjian 
atau kontrak baku dalam perjanjian jual beli motor di Makassar dapat diketahiu 
bagaiman perjanjian tersebut dapat terjadi dan kita juga dapat memahami tentang 
apakah yang dimaksud dengan kontrak baku dan asas kebebasan berkontrak. 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi.   
Populasi adalah seluruh obyek yang dapat memberikan informasi mengenai 
hal-hal yang diteliti. Konsumen atau pembeli yang pernah mengalami kasus tersebut 
atau sedang dalam proses hukum dari tahun ke tahun sebanyak berapa kasus tentang, 
kasus kontrak baku dalam perjanjian jual beli motor di kota Makassar.    
2. Sampel 
Sampel adalah sebagian dari populasi atau kelompok kecil yang diamati Sebagai 
wakil dari populasi sampel harus benar-benar representatif.  Menurut Mantra dan 
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Kastro dalam Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi bahwa “ada empat faktor 
yang harus  dipertimbangkan  dalam  menentukan sampel penelitian yaitu:  
Derajat keragaman populasi, presisi yang dikehendaki, rencana analisis, tenaga, 
biaya dan waktu”.  Atas dasar itulah besarnya sampel harus diambil. 
Menurut Donald Ary dkk (1982:198) bahwa “pemecahan terbaik terhadap 
masalah besarnya sampel adalah dengan menggunakan sampel yang sebesar 
mungkin”.48 Sampel yang lebih besar akan mempunyai kemungkinan lebih banyak 
untuk menjadi contoh yang reprensetatif bagi populasi. Dengan sampel yang besar 
data menjadi akurat dan lebih cepat. Menurut Surakhmat Winarno bahwa untuk 
pedoman umum, bila populasi cukup homogen, terdapat populasi di bawah seratus 
dapat dipergunakan sampel sebesar 50 persen dan di atas seratus sebesar 15 persen.49  
Secara teknis, besarnya sampel bergantung pada ketetapan yang diinginkan 
peneliti dalam menduga parameter populasi pada taraf kepercayaan tertentu. Tidak 
ada satu kaedah paten yang dapat dipakai untuk menetapkan besarnya sampel. 
“pemecahan terbaik terhadap masalah besarnya sampel ini adalah dengan 
menggunakan sampel yang sebesar mungkin”.50 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka saya 
mengambil 25 sampel dari konsumen yang terkena dalam kasus tersebut, 20 orang 
dari pelaku usaha sebagai pelaksana tugas dan 5 pegawai-pegawai YLK Makassar 
sebagai pelengkap data dalam sesi wawancara. 
1.  Sumber data penelitian  
Sumber data penelitian utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber 
data penelitian yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah: 
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1.  Kata-kata dan tindakan  
Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 
merupakan sumber data utama, sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis. 
 Dalam menggunakan kata-kata dan tindakan, peneliti melakukan secara sadar 
dan terarah, karena memang telah direncanakan sebelumnya oleh peneliti. Dan dari 
berbagai informasi yang tersedia tidak seluruhnya akan digali oleh peneliti, karena  
peneliti mempunyai seperangkat tujuan yang diharapkan akan bisa dicapai untuk 
memecahkan sejumlah masalah penelitian. 
2.  Sumber data tertulis  
Sumber data tertulis adalah sumber data yang berasal dari sumber buku dan 
majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. 
Sumber buku diatas sangat berharga bagi peneliti guna menjajaki keadaan 
perseorangan atau masyarakat di tempat penelitian dilakukan. 
E. Tekhnik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tekhnik pengumpulan 
data, antara lain:  
1. Observasi   
Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan 
pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan dalam penelitian ini akan 
dipersempit, yaitu pengamatan dengan indera penglihatan yang berarti tidak 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 
Dalam observasi atau pengamatan  dalam penelitian ini peneliti secara 
langsung melakukan pengamatan tentang pelaksanaan perjanjian baku dalam jual beli 
sepeda motor, dan penyelesaian perselisihan antara pihak dealer (yang menjual) dan 
pihak penerima perjanjian atau penbeli dalam perjanjian jual beli sepeda motor yang 
bermasalah dalam perjanjianya (kontrak baku).  
2. Wawancara (Interview)  
Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 
langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden 
dicatat. 
Maksud mengadakan wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, 
kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kebulatan;  
merekonstruksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah dialami di masa lalu. 
Wawancara dilakukan dengan responden secara bebas terpimpin artinya 
denganmelakukan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan 
memberikan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penulis juga 
mengajukan pertanyaan lain sesuai dengan perkembangan yang ada pada waktu 
penelitian berlangsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi 
tentang masalah yang diteliti. 
3. Studi Dokumen  
Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 
ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang diperoleh dari arsip-arsip yang 
berhubungan dengan kasus kontrak baku dalam perjanjian jual beli motor dikota 
Makassar. 
4. Kusioner  
Penelitian yang mengunakan kusioner adalah penilitian yang berupa 
pertanyaan-pertanyaan yang di berikan kepada sampel bertujuan untuk mendapatkan 
hasil atau jawaban dari rumusan masalah yang di simpulkan hasilnya bahwa itu 
berupa penjelasan atau dalam bentuk tabel. 
G. Metode Analisis  
Data Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk 
menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh 
data dan sebagai usaha untuk  memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu . 
Analisis data dilakukan dengan mengkaji makna yang terkandung 
didalamnya. Kategori data, kriteria untuk setiap kategori, analisis hubungan antar 
kategori, dilakukan peneliti sebelum membuat interpretasi. Peranan statistik tidak 
diperlukan karena ketajaman analisis peneliti terhadap makna dan konsep dari data 
cukup sebagai dasar dalam menyusun temuan penelitian, karena dalam penelitian 
kualitatif selalu bersifat deskriptif, artinya data yang karena dalampenelitian kualitatif 
selalu bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisa dalam bentuk deskriptif 
fenomena, tidak berupa angka atau koofisien tentang hubungan antar variabel.  
Menurut Milles dan Huberman  terdapat dua jenis analisis data, yaitu:  
1.  Analisis mengalir/flow analysis models   
Dalam analisis mengalir, tiga komponen analisis yakni reduksi data, sajian 
data, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara mengalir dengan proses 
pengumpulan data dan saling bersamaan. 
2.  Analisis Interaksi/interactive analysis models  
Dalam analisis interaksi, komponen reduksi data dan sajian data dilakukan 
bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga 
komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan simpulan atau verifikasi) 
berinteraksi.  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jenis yang kedua yaitu 
model interaksi atau  interactive analysis models, dengan langkah-langkah sebagai 
berikut :  
a. Pengumpulan data   
Peneliti mencari data melalui wawancara, observasi, dokumentasi pada pihak-
pihak tang terkait maupun yang terkena dalam kasus kontrak baku dalam perjanjian 
jual beli motor yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dikota Makassar 
b. Reduksi data  
Setelah data tersebut terkumpul dan tercatat semua, selanjutnya direduksi 
yaitu menggolongkan, mengartikan, membuang yang tidak perlu dan 
mengorganisasikan sehingga nantinya mudah dilakukan penarikan kesimpulan jika 
yang  diperoleh kurang lengkap maka peneliti mencari kembali data yang diperlukan 
di lapangan.  
3. Penyajian data  
Data yang telah direduksi tersebut merupakan sekumpulan informasi yang 
kemudian disusun atau diajukan sehingga memberikan kemungkinan adanya 
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi  
Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi ini, didasarkan pada reduksi data yang 
merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 
 
 BAB IV 
HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kontrak Baku dalam perjanjian jual beli motor yang ditinjau dari asas 
kebebasan berkontrak dalam kuhperdata di kota Makassar 
Dalam membahas hal ini (kontrak baku), kami sebagai penyusun skripsi memakai 
penilitian lapangan dalam menafsirkan pokok permasalahan yaitu, bagaimanakah 
sebenarnya kontark baku dalam perjanjian jual beli motor ditinjau dalam asas 
kebebasan berkontrak dikota makassar, apakah itu merupakan sah atau bertentangan. 
Sebelum membahas tentang kontrak baku maka kita harus mengetahui terlebih 
dahulu hubungan kausal tersebut dengan perjanjia jual beli, maka dalam perjanjian 
yang bersifat obligator tadi, yaitu yang baru meletakkan hak dan kewajiban kepada 
para pihak perlu diikuti dengan melakukan levering atau penyerahan atas barang 
sehingga hak milik berpindah dari pembeli penjual. Dan untuk melakuakn levering 
ini, harus dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas atas barang tersebut. 
Siapakah orang yang berhak itu? Tiada lain adalah si pemilik barang atau orang yang 
secara khusus diberi kuasa olehnya.51     
    Dalam hal fakta atau kenyataan perjanjian jual beli motor merupakan salah satu 
kontrak baku atau standart contract, dari proses perjanjian dan cara bekerjanya sudah 
sangat jelas tetapi dibalik semua itu terdapat keganjilan yaitu dari sisi transaksi dan 
proses perjanjian dan sangat jelas pula bahwa perjanjian jual beli motor itu sangat 
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bertentangn dengan syarat sahnya suatu perjanjian/kontrak yang dibahas dalam pasal 
1320 yaitu: 
5. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya( de toestemming). 
6. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian( de bekwaam heid) 
7. Suatu hal tertentu( een bepald onderwerp) dan 
8. Suatu sebab yang tidak terlarang atau legal ( eene geoorloofde oorzaak). 
Dengan dijelaskannya syarat sahnya perjanjian maka timbulah sebab dan akibat 
dalam perjanjian jual beli motor sebelum kita mengetahui sebab dan akibatnya  
marilah kita menjelaskan permasalahan tersebut dengan sebuah wawancara yang di 
betuk dalam sebuah contoh yang merupakan kejadian dalam permasalahan kontrak 
baku dalam perjanjian jual beli yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak di kota 
Makassar  yaitu sebagai berikut: 
Permasalahan tentang kontrak baku dalam perjanjin jual beli motor di kota 
Makassar. 
Seorang mahasiswa yang berinisial H yang berumur 23 tahun pergi ke dealer  
motor Yamaha di JL.Dg. Tata no.6 dengan tujuan untuk membeli motor dengan cara 
kredit. Setelah melihat secara seksama maka ia menetapkan pilihannya yaitu motor 
Yamaha Jupiter CW dengan CC 110, setelah itu ia melakukan perikatan atau 
kesepakatan tentang harga dan motor yang dia ambil dengan cara menandatangani 
surat perjanjian yang telah diberikan oleh dealer Yamaha yang salah satu karyawanya 
yang berinisial A yang berumur 31 tahun . Akhirnya tercapailah kesepakatan antara H 
dengan A sebagai karayawan dealer tersebut dan selaku pemberi perjanjian. Setelah 
itu H harus membayar Rp 5.000.000,00 sebagai uang muka dan sisanya dibayar di 
bulan kemudian. 
Sebulan kemudian akan terjadi jatuh tempo atau tanggal harusnya membayar 
kembali kredit motor H terhadap motor yang di belinya sebulan lalu kepada dealer 
motor Yamaha , ketika itu H tidak diberikan tanggal berapa barang (motor) tersebut 
jatuh tempo, pada saat perjanjian  dan H pun tidak diberikan oleh dealer yamaha 
tentang  tanggal jatuh tempo terhadap barangnya tersebut, maka sehari kemudian 
telah lewatnya jatuh tempo atau H tidak membayar, dan pada hari itupun motor H di 
tarik oleh dealer Yamaha. (wawancara dengan konsumen H, juni, 2010). 
Dari contoh yang diatas maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan tentang 
perjanjian jual beli motor yang dilakukan oleh H si pembeli dengan dealer Yamaha si 
penjual barang yaitu: 
1. Apakah kesepakatan antara H dan dealer Yamaha tentang jual beli motor 
dengan cara kredit sudah merupakan perjanjian yang sah dan mengikat? 
2. Apakah H sebagai pembeli dapat menggugat dealer motor Yamaha sebagai 
penjual? 
3. Apakah yang menjadi penyebab barang (motor) H ditarik oleh dealer motor 
yamaha?  
Jawaban untuk pertanyaan serta penjelasan atas persoalan tersebut dapat diambil dari 
bab sebelumnya, namun secara singkat untuk beberapa hal tertentu akan di ulas 
kembali, bila perlu dengan menunjukan beberapa pasal yang sifatnya mendasar. 
1. Untuk menyatakan bahwa sah dan tindakanya perjanjian yang dilakukan H degan 
dealer motor Yamaha kita harus mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdata yang 
menentukan bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan 
syrat objektif yaitu syarat subjektif adalah subjek yang melakukan perjanjian 
tersebut sudak cakap hukum sedangkan syarat  objek adalah barang yang di jual 
belikan merupakan benda yang bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak 
bertubuh. Dalam kasus ini, meskipun H selaku pembeli dan A sebagai karyawan 
dealer Yamaha dan selaku penjual melakukan perjanjian tertulis, diatas materai 
Rp 6000,00, ditanda tangani, dan disepakati oleh kedua belah pihak tentang harga 
dan barang yang telah dicapai maka itu semua sudah memenuhi unsur-unsur jual 
beli yang sah, tetapi ketika kita cermati akibat dalam perjanjian tersebut secara 
hukum perjanjian tersebut itu tidak sah kerena dalam perjanjian harus harus 
memenuhi semua unsur-unsur sahnya suatu perjanjian, sedangkan perjanjian yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak itu hanya dibuat oleh salah satu pihak saja 
dalam hal ini perjanjian tersebut bisa saja batal dalam dunia hukum tetapi dalam 
dunia perdagangan tidak dapat di batalkan 
 
 karena pembeli sudah mensetujui semua persyaratan-persyaratan yang tertulis 
dalam isi perjanjian dengan cara tertanda tanganinya perjanjian. 
2. Mengenai perjanjian jual beli antara H dengan dealer motor Yamaha adalah sah 
dan mengikat bahkan sudah tuntas dilansungkan karena telah terjadi kesepakatan 
dalam isi perjanjian dengan cara penadatanganan isi perjanjian dan penyerahan 
barang, yang berarti perjanjian jual beli tersebut dinyatakan sah. Berkenaan 
dengan kasusu tersebut, Pasal 1458 KUHPerdata berbunyi: 
“Jual beli itu dianggap terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya 
orang-orang ini mecapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, 
meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar”. 
Ketika kita memasukan pasal tersebut dengan kasus diatas maka dengan 
kesimpulannya bisa digugat tetapi pihak pembeli tidak mempunyai bukti-bukti 
yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa dealer motor Yamaha telah 
melanggar hukum didalam rana hukum perjajian dan sangat bertentangan dengan 
undang-undang, karena dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak 
tidak sah disebabkan oleh pada saat perjanjian pihak dealer motor Yamaha 
sebagai penjual telah menentukan secara sepihak isi perjanjian tanpa 
memberitahuka terlebih dahulu  terlebih dahulu isi perjanjian kepada H selaku 
pembeli dan pada saat pihak pembeli selesai menandatangani perjanjian pembeli 
lansung mengambilnya tanpa memberikan copyan dari perjanjian tersebut kepada 
si pembeli dalam hal ini tertjadi keganjilan dalam transaksi yang dilakukan oleh 
kedua belah pihak di syarat sahnya suatu perjanjian. 
3. Yang menjadi penyebabnya adalah telah jatuh temponya barang yang dibelinya 
secara kredit dan Hendry selaku pembeli tidak tahu menahu tentang penarikan 
tersebut, dibalik semua itu terjadi kesalahan yang fatal dari sisi pembeli tetapi si 
penjual (dealer motor Yamaha), yaitu pada saat perjanjian sedang berlangsung 
sampai selesai yang di akhiri dengan penandatanganan isi perjanjian, pihak 
penjual tidak menginformasikan atau memberitahukan terlebih dahulu isi 
perjanjian kepada si pembeli dan tidak diberikannya juga copyan dari isi 
perjanjian tersebut, maka dengan terjadinya semua itu pembeli tidak bisa berbuat 
apa-apa terhadap barang yang dibelinya dan uang muka yang dibayarnyapun tidak 
bisa diambil karena dalam isi perjanjian sudah dibahas secara detail dan secara 
ringkas tetapi itu semua adalah salah dan batal demi hukum, dalam hal ini surat 
perjanian dan isi perjanjian itu sudah merupakan sah tetapi didalam proses dan 
cara bekarjanya perjanjian itu merupakan tidak sah karena sangat bertentangan 
dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 
KUHPerdata yang mencakup empat usur yang penting. 
Didalam kuhperdata tidak ditentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian 
jual beli. Bentuk perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. 
Perjanjian jual beli lisan cukup dilakukan berdasarkan consensus para pihak tentang 
barang dan harga. Sedangkan perjanjian jual beli secara tertulis merupakan perjanjian 
yang dibuat oleh para pihak secara tertulis, apakah dalam bentuk akta dibawah tangan 
maupun akta autentik, seperti yang ada dalam perjanjian yang dilakukan oleh H 
dengan pihak dealer motor Yamaha merupakan salah satu perjanjian tertulis yang 
syarat-syarat perjanjiannya telah diatur didalam isi perjanjian. 
Pandang lain berpendapat juga bahwa perjanjian baku bukan merupakan 
perjanjian karena bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata. Pendapat ini diwakili 
oleh sluijter dan mariam darus badrulzaman. Sluijter mengatakan bahwa: 
“perjanjian baku, bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pegusaha didalam 
perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (legio 
particuliere wet gever). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam 
perjanjian itu adalah undang-undang dan bukan perjanjian”52  
Pandagan ini melihat perjanjian baku dari aspek pembuatan subtansi kontrak. 
Subtansi kontrak itu dibuat oleh pengusaha secara sepihak. Denga demikian Sluijter 
berpendapat subtansi kontrak itu bukan kontrak, tetapi undang-undang swasta yang 
diberlakukan bagi debitur. Sedangkan Mariam Darus Badrulzaman berpendapat: 
“Perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan 
kesempatan pada debitur mengadakan”real bargaining” dengan pengusaha 
(kreditor). Debitor tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan khendak 
kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Karena itu perjanjian baku 
tidak memenuhi elemen yang dikhendaki Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal1338 
KUHPerdata”.53 
Pandangan Mariam Darus Badrulzaman juga mengkaji dari aspek kebebasan 
dari para pihak. Di sini pihak debitur tidak mempuyai kekutan tawar menawar dalam 
menentukan isi kontrak dengan pihak kreditor. Pihak kreditor tinggal menyodorkan 
isi kontrak kepada debitur dan debitur tinggal menyetujui “ya” atau “tidak”. Apabila 
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debitur menyetujui subtansinya, ia menandatangani kontrak tersebut. Akan tetapi, 
apabila subtansi tersebut tidak disetujui, ia tidak menandatangani kontrak tersebut. 
Denga;n demikian, kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 
KUHPerdata tidak mempunyai arti bagi debitur karena hak-hak debitur dibatasi oleh 
kreditor.54 
Sutan Remy Sjahdeini berpendapat sebagai berikut: 
“keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan olehkarena 
eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya 
perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak dari 80 tahun lamanya. 
Kenyataan ini terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan 
masyaraklat sendiri. Dunia bisnis tidak berlangsung tanpa perjanjian baku. 
Perjanjian baku di butuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat”.55 
Dari pendapat para pakar di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam 
perjanjian baku yang dipaparkan diatas ketika di hubungkan dengan kontrak baku 
dalam perjanjian jual beli hampir sama masalahnya atau hasil penyelesaiannya dalam 
artian kontrak baku bukan berbentuk kontrak tetapi sebuah undang-undang yang isi 
perjanjian dan peraturanya ditentukan oleh pihak pengusaha, dalam kenyatannay di 
dalam perjanjian jual beli motor yang terdapat dikota Makassar merupakan kotrak 
yang tidak sah tetapi apa boleh buat itu semua adalah salah satu kebutuhan 
masyarakat dalam dunia bisnis yang sampai sekarang masih berlaku walaupun itu 
melanggar atau bertentangan dengan KUHPerdata dan undang-undang perlindungan 
konsumen. 
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 KUHPerdata Indonesia mengenal asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini 
disebut pula dengan freedom of contract atau laissez faire. Dalam pasal 1338 
KUHPerdata dinyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku halnya 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maka Meskipun demikian, 
kebebasan berkontrak tetap mempunyai pembatasan-pembatasan dalam KUHPerdata, 
sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang telah dibahas dalam bab 
sebelumnya. 
 Syarat yang disebut pertama dan kedua disebut “Syarat Subjektif”, karena 
berkenaan dengan subjek dari pelaku perjanjian.Sedangkan dua syarat yang disebut 
terakhir disebut “Syarat Objektif”, karena berkenaan dengan masalah objeknya. Suatu 
perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi 
maka perjanjian mempunyai akibat hukum “Dapat Dibatalkan” (Voidable). 
Sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut 
mempunyai akibat hukum “Batal demi Hukum”. 
 Didalam wancara yang saya lakukan dengan menggunakan 25 orang dari 
pihak konsumen, 20 orang dari pihak pelaku usaha atau penjual dan 5 orang dari staf 
yang bekerja di YLKI Makassar, sampel tersebut dilakukan degan cara membuat 
pertanyaan-pertanyaan atau kusioner yang bertujuan untuk mendapat hasil yang 
diinginkan. Dalam kesimpulannya kontark baku tersebut dikatakan tidak sah dan 
tidak sependapat dengan hukum yang berlaku atau bertentang dengan hukum dalam 






TABEL : 1 Keabsahan Terhadap Kotrak Baku Pada Perjanjian Jual Beli Motor 
Yang Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kuhperdata 
Di Kota Makassar. 
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Sumber: Kantor YLKI Makassar, 2010. 
 Dalam tabel diatas diyatakan bahwa 5 orang yang setuju dan 20 orang yang 
tidak setuju dari pihak konsumen (pihak pembeli) dengan cara kredit maupun cash, 
10 orang yang setuju dan 10 orang yang tidak setuju dari pihak pelaku usaha (pihak 
penjual), sedangkan 5 orang yang tidak setuju dari pihak karyawan YLKI (Yayasan 
lembaga konsumen Indonesia) Makassar, maka dari tabel diatas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa 70% yang mengatakan bahwa perjanjian tersebut tidak disetujui 
dalam hal  tidak sahnya perjanjian baku dalam perjanjian jual beli motor sedangkan 
30% mengatakan setuju dalam artian mereka menyepakati bahwa kontrak baku dalam 
perjanjian jual beli motor di Makassar itu adalah sah , maka dari data di atas dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
 
A. Dikatakan sah  
Sahnya suatu kontrak bisa dikatakan ketika perjanjian tersebut sudah 
memenuhi syarat-syarat sahnya sutu perjanjian dan telah ditanda taganinya surat 
perjanjian, tetapi ketika kita mendengar pendapat dari para konsumen (pihak 
pembeli), pelaku usaha (pihak penjual) tentang sahnya kontrak baku tersebut dalam 
perjanjian jual beli motor di tinjau dari asas kebebasan berkontrak, mereka 
mengatakan bahwa perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dalam 
melakukan perjanjian dengan seseorang. Sedangkan landasan hukum tentang kontrak 
baku juga membahas yaitu dalam pasal 2.20 prinsip UNIDROIT yang berbunyi 
sebagai berikut: 
1. Suatu persyaratan dalam persyaratan-persyaratan standar yang tidak 
standar secara layak diharapkan oleh suatu pihak, dinyatakan tidak berlaku 
kecuali pihak tersebut secara tegas menerimanya. 
2. Untuk menentukan apakah suatu persyaratan memenuhi ciri seperti 
tersebut di atas akan bergantung pada isi, bahasa, dan penyajiannya. 
Dalam Pasal 2.21 berbunyi: dalam hal timbul suatu pertentangan antara 
persyaratan-persyaratan standar dan tidak standar, persyaratan yang disebut terakhir 
yang dinyatakan berlaku. 
 Ketentuan ini mengatur tentang konflik antara persyaratan standard dan tidak 
standar. Apabila terjadi hal itu, yang digunakan dalam penyelesaiannya pada 
perjanjian tidak standar. 
Pasal 2.22 berbuny: jika kedua belah pihak mengunakan persyaratan-
persyaratan standard an mencapai kesepakatan, kecuali untuk beberapa persyaratan 
tertentu, suatu kontrak disimpulkan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah 
disepakati dan persyaratan-persyaratan standar yang memiliki kesamaan dalam 
subtansi, kecuali suatu pihak sebelumnya telah menyatakan secara jelas atau 
kemudian dan tanpa penundaan untuk memberitahukannya kepada pihak lain, bahwa 
hal tersebut tidak terkait dengan kontrak tesebut.56  
  Ketika dalam kenyataannya maka pasal-pasal diatas tidak dipergunakan dan 
tidak mengikat para kedua belah pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli 
barang dan di balik semua itu ada juga yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut 
tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan KUHPerdata tentang 
perjanjian tetapi mereka tidak bisa menuntut maupun menggugat karena mereka tidak  
mempunyai bukti yang kuat untuk meyelesaikan masalah tersebut dalam artian 
perjanjian tersebut adalah  sah.  
B. Dikatakan tidak sah 
  Dikatakan tidak sahnya suatu perjanjian karena perjanjian tersebut batal demi  
hukum  dalam artian posisi subyektif belum cakap hukum atau belum cukup umur, 
sedankan para konsumen mengatakan tidak setuju karena telah terjadinya akibat dari 
perjanjian tersebut yaitu dalam transaksi perjanjian antara konsumen selaku pembeli 
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dan pelaku usaha sebagai penjual barang sepeda motor, pelaku usaha tidak 
memberikan copyan kepada pihak pembeli sehingga terjadi  yang namanya perjanjian 
baku. 
 Menurut hondius adalah bahwa isi perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan 
pihak lainya, sedangkan pihak lainya hanya diminta untuk menerima atau menolak 
isinya. Mariam darus badrulzaman mengemukakan bahwa standart contract 
merupakan perjanjian yang telah dibakukan.57 
 Mariam darus badrulzaman juga mengemukakan cirri-ciri perjanjian baku 
yaitu: 
1. Isisnya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya (ekonominya) 
kuat; 
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi 
perjanjian; 
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu; 
4. Bentuk tertentu; 
5. Dipersiapkan secara missal dan kolektif. Dari ciri-ciri diatas yang 
dikemukakan oleh para pakar merupakn bahwa perjanjian atau kontrak baku 
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dalam perjanjian jual beli motor adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan 
syarat-syarat perjanjian dalam pasal 1320 dalm KUHPerdata.58 
Dalam praktiknya, sering kali debitur yang membutuhkan uang hanya 
menandatangani perjanjian kredit tanpa dibacakan isinya. Akan tetapi, isi perjanjian 
baru dipersoalkan oleh debitur pada saat debitur tidak mampu melaksanakan 
prestasinya karena kreditor tidak hanya membebani debitur membayar pokok disertai 
bunga, tetapi ia juga membebani debitur dengan membayar denda keterlambatan atas 
bunga sebesar 50 % dari besarnya bunga yang dibayar setiap bulannya. Dengan 
demikian, utang yang harus dibayar oleh debitur sangat tinggi. Kreditor berpendapat 
bahwa penerapan denda keterlambatan itu karena di dalam standar kontrak telah 
ditentukan dan diatur secara jelas dan rinci dalam kontrak, sehingga tidak ada alasan 
bagi debitur untuk menolak pemenuhan denda keterlambatan tersebut. Oleh karena 
itu, debitur harus dibayar pokok, bunga, beserta denda keterlambatannya dengan 
kesimpulannya perjanjian baku dalam perjanjian jula beli motor yang di tinjau dari 
asas kebebasan berkontrak dalam kuhperdata di kota Makassar dapat dikatakan tidak 
sah karena dapat dilihat dari data diatas menyatakan bahwa 70% mengatakan bahwa 
perjanjian baku itu dinyatakan tidak sah.    
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B. Latar Belakanginya Terjadinya Kontrak Baku dalam Perjanjian Jual Beli 
Motor yang ditinjau dari Asas Kebebasab Berkontrak dalam KUHPerdata di 
kota Makassar 
Penyebab terjadinya kontrak baku dalam perjanjian jual beli motor merupakan 
hal yang sudah bisa dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam dunia bisnis. Dalam 
hal ini wancara yang saya lakukan ini gunanya untuk mengetahui secara lebih detail 
dan jelas apa yang sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kontrak baku  itu 
masih berlaku ditengah masyarakat kota Makassar khususnya dalam perjanjian jual 
beli motor, adapun hal yang harus dilihat dalam melakukan suatu perjanjian baik itu 
secara tertulis maupun secara lisan, tetapi dalam hal ini saya berfokus kepada 
perjanjian yang bersifat tertulis, dalam hal ini perjanjian atau kontark baku dikatakan 
sah ketika didalam dunia bisnis sedangkan dalam hukum perjanjian dikatakan tidak 
sah karena tidak sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata yang intinya tidak 
terpenuhinya unsur kesepakatan antara kedua belah pihak dan suatu sebab yang tidak 
terlarang dan legal sedangkan dalam dunia bisnis dikatakan sah Karena semua 
peraturan yang berkaitan dengan perdagangan dalam perusahaan baik itu yang berupa 
perjanjian/kontrak tertulis maupun lisan itu merupakan peraturan yang dibuat oleh 
perusahaan itu sendiri dalam artian undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen dalam perusahan tersebut bukanlah undang-undang yang 
mengatur segala hal dalam perusahaan dan para pelaku usaha tersebut. 
Dalam dunia bisnis perjanjian merupakan kebutuhan pokok dalam hal 
keuangan perusahaan sedangkan dalam khidupan sehari-hari khususnya dalam 
masyarakat kontrak baku merupakan suatu beban yang akan di tanggung seumur 
hidup dan tidak akan terselesaikan sebelum adanya undang undang yang pasti tentang 
perjanjian. Adapun jenis-jenis yang termasuk dalam kontrak baku yang hidup dalam 
masyarakat yang di kelompokkan dalam perbedaan pihaknya misalnya, perjanjian 
dalam bidang asuransi para pihaknya adalah penanggung dan tertanggung. Pihak 
penanggung merupakan para pihak yang telah menyiapkan subtansi perjanjian baku 
tersebut. Sementara itu, pihak tertanggung tinggal menandatangani perjanjian 
tersebut. 
Dalam perjanjian kredit motor para pihak adalah pemberi kredit dan penerima 
kredit. Pemberi kredit adalah lembaga atau orang yang memberikan atau 
menyalurkan kredit kepada penerima kredit. Penerima kredit adalah orang yang 
menerima kredit dari pemberi kredit.  
Pihak yang sangat berperan dalam menentukan perjanjian standar adalah 
pihak ekonomi kuat. Pihak ekonomi kuat inilah yang menyusun klausul-klausulnya. 
Untuk lebih jelasnya penyebab terjadinya kontrak baku dalam perjanjian jual 
beli motor, maka saya mengkajinya melalui penjelasan-penjelasan yang di dapat dari 
sumber yang jelas melalui tabel dibawah ini yaitu: 
TABEL: 2 Penyebab terjadinya  kontrak baku dalam perjanjian jual beli 
motor di kota Makassar. 
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Sumber: kantor YLKI Makassar, 2010. 
Dalam tabel diatas merupakan penyebab terjadinya kontrak baku dalam 
perjanjian/kontrak baku dalam perjanjian jual beli motor di kota Makassar dan selalu 
digunakan dalam perdagangan, dunia bisnis dan kehidupuan sehari-hari khususnya 
dalam melakukan perjanjian dalam hal  ini penyebab tersebut dari pendapat para 
pihak baik itu yang melaksanakannya (pelaku usaha) maupun yang telah berjanji 
(konsumen) melalui pendapat ini,maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 30% 
penyebab terjadinya kontark baku dalam perjanjian jual beli sepeda motor di kota 
Makassar dikarenakan tidak di berikannya surat perjanjian kepada pihak konsumen 
(pembeli) pada saat telah selesainya penandatanganan surat perjanjian diatas matrei 
sampai dengan terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak., sedangkan 10% 
pendapat para staf YLKI Makassar mengatakan ketika terjadi perjanjian sampai 
tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak pembeli atau pelaku usaha 
tidak pernah diberikan copyan surat perjanjian, maka dalam hal ini tabel diatas akan 
dijelaskan secara jelas yaitu: 
Menurut penyebab terjadinya kontrak baku tersebut dalm perjanjian jual beli 
motor adalah: 
  
1. Tidak diberinya surat perjanjian 
Dalam hal ini penyebab terjadinya kontrak baku dilatar belakangi terhadap 
surat perjanjian itu sendiri disini, yang menjadi permasalahan disini adalah pada saat 
perjanjian sedang berlansung antar kedua belah pihak, pihak penjual atau pelaku 
usaha tidak pernah memberikan foto copyan surat perjanjian kepada pihak pembeli 
(konsumen), maka dari data wawancara yang dirangkumkan dalam bentuk tabelpun 
dikatakan 15 konsumen orang dari 25 orang mengatakan ketika terjadi perjanjian jual 
beli sepeda motor mereka tidak pernah diberikan copyan surat perjanjian di 
karenakan itu adalah suatu data dalam perusahaan tersebut sedangkan ketika terjadi 
permasalahan terhadap perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut tidak boleh 
dibatalkan kerena dalam perjanjian tersebut sudah terdapat peraturan-peraturan yang 
menyangkut tentang barang tersebut dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan di 
tanda tanganinya surat perjanjian oleh pihak pembeli sedangkan 10 orang pihak 
pelaku usaha yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan surat 
perjanjian tersebut di karenakan surat tersebut sudah merupakan peraturan-peraturan 
yang terdapat dalam perusahaan itu sendiri dan tidak boleh diberikan dan ketika 
perjanjian tersebut diberikan maka akan berdampak buruk pada perusahaan tersebut.  
2. Meminta tetapi tidak diberikan 
Dalam hal ini perjanjian tersebut sangat tidak sah karena ketika ada pembeli 
atau pihak penerima kredit meminta surat perjanjian dan tidak diberikan maka 
perjanjian tersebut akan batal tetapi dalam kenyataannya seperti dalam wawancara 
yang saya lakukan kepada konsumen, dijelaskan bahwa 5 orang konsumen atau 
penerima kredit sepeda motor dari 25 orang konsumen mengatakkan ketika perjanjian 
tersebut diminta maka jawaban dari pihak pelaku usaha adalah perajanjian tersebut 
tidak boleh diberikan karena itu merupakan data rahasia sebuah perusahaan dalam 
artian peraturan tersebut sudah diatur dalam perusahaan dan masalah tersebut sangat 
jarang ditemui karana pihak konsumen tidak pernah bertanya dan meminta surat 
perjanjian tersebut yang intinya ketika surat perjanjian telah ditandatangani maka 
yang ada dalam pikiran konsumen adalah telah selesainya suatu perjanjian tersebut 
sedangkan 10 orang pelaku usaha yang pernah dimintai surat perjanjian oleh 
konsumen tetapi mereka tidak pernah memberikan surat perjanjian tersabut karena 
dalam hal ini perjanjian tersebut merupakn surat yang rahasia bagi para pihak penjual 
dan tidak boleh diberikan. 
3. Tidak pernah meminta surat perjanjian 
Dalam hal ini konsumen sebagai pihak yang harus di lindungi dalam undang-
undang perlindungan konsumen juga dibahas bahwa ketika ada suatu perjanjian yang 
membuat para konsumen mengalami pengancaman atau dalam keadaan terdesak 
maka pihak tersebut tidak boleh melakukan transaksi perjanjian sedangkan ketika 
dihubungkan dengan kontark jual beli  sepeda motor maka yang tidak boleh 
dilakukan adalah pihak tidak boleh menanggung beban baik itu berupa kerugian yang 
di tanggung oleh pembeli maupun penarikan barang yang dibelinya tanpa 
sepengetahuan pembeli kareana cara tersebut merupakan cara yang bertentangan 
dengan undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan dalam kenyataanya pihak 
konsumen yang melakukan perjanjian/kontrak dengan pelaku usaha tidak pernah 
berfikir bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian/kontrak baku dan dari 
wawancara juga terbukti bahwa 5 orang konsumen tidak pernah meminta atau 
menanyakan surat isi perjanjian tanpa mempertinbangkan apa sebab dan akibat ketika 
terjadi perjanjian/kontrak baku dalam perjanjian jual beli motor sedangkan pihak 
pelaku usaha dalam hal ini sangat kurang bahkan tidak ada yang menanyakan atau 
meminta surat perjanjian tersebut dalam hal ini perjanjian tersebut merupakan 
perjanjian yang di buat oleh pelaku usaha atau perusahaan tersebut. 
 Penyebab terjadinya kontrak baku juga dipaparkan oleh Hondius yang 
mengemukakan latar belakang sejarah timbulnya perjanjian. Ia mengemukakan 
bahwa model kontrak baku telah mempunyai sejarah ribuan tahun. Ketika lima ribu 
tahun yang lalu di mesir dan Negara dua sungai dibuat tulisan-tulisan pertama, 
hampir pada saat yang sama muncul syarat-syarat kontrak yang dibakukan pertama 
kali. Sesudah itu dibanyak peradaban ada gejala untuk melepaskan formalism dari 
model-model kontrak yang ditetapkan oleh para rohaniwan. Sebaliknya kita melihat 
bahwa penggunaan syarat-syarat baku saat ini justru akan bertambah lagi. Kebutuhan 
akan syarat-syarat kontrak baku di Eropa Barat, teruma dalam abad ke -19 menjadi 
besar. Kongsi-kongsi (gilden) dengan peraturan-peraturan yang melindungi mereka 
ditiadakan. Revolusi industry menyebabkan pertambahan jumlah transaksi-tarnsaksi 
perdagangan.juga timbulnya kosentrasi-konsentrasi modal yang semakin besar, 
menjadikan pemakain formulir-formulir perlu pembuatan transaksi-transaksi penting, 
sekarang harus diserahkan kepada pejabat-pejabat rendahan,kepada siapa perumasan 
isi kontrak tidak dapat diserahkan. Dalam abad ke-20 pembakuan syarat-
syaratkontrak makin meluas.59 
Gras dan Pitlo juga mengemukakan latar balakang lahiranya kontrak 
(perjanjian) baku. Gras mengatakan bahwa kelahiran perjanjianbaku antara lain 
merupakan akibat dari perubahan susunan masyarakat. Masyarakat sekarang bukan 
lagi merupakan lagi merupakan kumpulan individu seperti ada abad XIX, tetapi 
merupakan kumpulan dari sejumlah ikatan kerja sama (organisasi). Perjanjian baku 
laszimnya diperbuat oleh organisasi perusahaan-perusahaan.60  
Pitlo barkata pula sebagi berikut. 
“Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan sosial  dan 
ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahan semi pemerintah atau perusahaan-
perusahaan pemerintahan mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan 
untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak. 
Pihak lawannya (wederpartij) yang pada umumnya mempunyai kedudukan 
(ekonomi) lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya 
hanya menerima apa yang disodorkan itu atau Pihak lawannya (wederpartij) 
pada umumnya mempunyai kedudukan lemah baik karena posisinya maupun 
karena ketidaktahuannya, dan hanya menerima apa yang disodorkan. Pemakaian 
perjanjian baku tersebut sedikit banyaknya telah menunjukkan perkembangan 
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yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat, terlebih dengan 
mengingat bahwa awamnya masyarakat terhadap aspek hukum secara umum, 
dan khususnya pada aspek hukum perjanjian.61 
Perjanjian/konrak baku juga dibahas dalam undang-undang perlindungan 
konsumen No.8 tahun 1999 tentang klausula baku atau dengan kata lain kontark baku 
yang terdapat pada pasal 18 ayat1,2 adan 3. Yang berbunyi: 
1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap 
dokumen dan/atau perjanjian apabila: 
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
b.  menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 
barang yang dibeli konsumen;  
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang 
yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;  
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik 
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan 
sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara 
angsuran 
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;  
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f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa  
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa atura baru 
tambahan, lanjutan dan pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;  
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang 
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.  
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya 
sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit 
dimengerti.  
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau 
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan 
ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan 
Undang-undang ini. 
 Pasal diatas menerangkan bahwa kontrak baku merupakan suatu perjanjian 
yang peraturannya terbatas penggunaannya, tetapi dalam kaitannya dengan kehidupan 
sehari hari kontrak baku yang biasa di lihat dan biasa dilakukan merupakan peraturan 
yang di buat oleh perusahan yaitu di bagian pembiyayaan (pelaku usaha).      
Perjanjian baku merupakan salah satu perbuatan yang sering kita dapati 
ditengah masyarakat di kota Makassar walaupun itu salah dan bertentangan dengan 
hukum tetapi itu adalah kebutuhan pokok atau inti dari perusahaan tersebut, telah di 
jelaskan diatas tentang keabsahan kontrak baku dengan latar belakang terjadinya 
kontrak dalam kontrak baku, bukan hanya kontrak baku dalam perjanjian   jual beli 
yang sering kita jumpai tetapi masih banyak kontrak-kontrak yang mencamtumkan 
perjanjian yang bersifat standrat kontrak yang peraturannya di buat oleh pelaku 
usaha(perusahaan) baik itu perjanjian baik itu berupa perjanjian kredit motor, sewa 
rumah, kredit rumah ataupun perjanjian yang sampai sekarang masih berlaku. 





Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang 
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada 
Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.62 
 Dari ayat diatas tidak membahas tentang proses perjanjian yang membahas 
tentang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan kata lain kontrak 
tersebut tidak mengancam kehidupan orang. Ayat diatas sudah sangat jelas kaitanya 
jual beli dan dianggap halal selama proses perikatan jual beli tersebut  itu tidak 
bersifat riba dan tidak bertentangan dengan al-qur’an, karena allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba itu dalam presepsi islam sedangkan 
dalam artian hukum perdata (hukum posoitif) kontrak baku dalam perajanjian jual 
beli itu merupakan perjanjian yang  tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur 
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BAB V 
KESIMPILAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Dari pembahasan sampai dengan hasil penilitian maka dapat ditarik 
kesimpulan dalam skiripsi tentang kontrak baku dalam perjanjian jula beli motor 
yang dirtinjau dari asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata di kota Makassar  
yaitu: 
1. Kontrak baku dalam perjanjian jula beli motor di kota Makassar yang isi 
perjanjianya ditetapkan oleh salah satu pihak merupakan perjanjian yang 
tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang tetapi dalam 
kenyataannya banyak pelaku usaha yang sering membuat perjanjian 
dengan memasukkan standart kontrak (kontrak baku) tidak ada yang 
pernah di adili dan di tangkap atas perbuatannya, dan banyak juga para 
pihak termasuk pihak pembeli (konsumen) mereka tidak menyetujui 
bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang sah didalam dunia 
perdagangan dan sangat bertentangan dengan KUHPerdata.   
2. Timbulnya kontrak baku dalam perjanjian jual beli motor di kota 
Makassar di karenakan pihak pelaku usaha atau penjual tidak memberikan 
duplikat (copyan) dari kontrak, penjual juga tidak menginformasikan 
terlebih dahulu tentang isi yang di bahas dalam kontrak tersebut dan pihak 
pelaku usaha sendirilah yang menyusun isi dan syarat-syarat perjanjian 
sedangkan pembeli hanya bisa menyetujui kontrak tersebut.    
B. Saran      
1. pihak pelaku usaha sebenarnya harus memberitahukan terlebih dahulu 
tentang syarat-syarat dalam perjanjian kepada konsumen (pembeli) 
sebelum berang tersebut akan dibeli baik itu dalam bentuk cash ataupun 
kredit agar konsumen tidak merasa terbebani dalam hal pembelian barang 
dan syarat-syarat yang ditentukan oleh penjual(pelaku usaha) dalam 
perusahaan   tersebut. 
2. Dalam menentukan suatu peraturan pihak pelaku usaha harus juga 
memberikan duplikat atau copyan dari perjanjian kepada pembeli 
(konsumen) agar ketika terjadi permasalahan terhadap barang yang di 
belinya maka pihak pembeli dapat mempersoalkan barang tersebut seperti 














Agustinis Dwarja dan Aksioma Lase, Pengertian Pokok dan Teknik Perancangannya 
, Bekasi, Sinar Grafika, 2007. 
Depatemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai 
pustaka, 2005. 
Rasyid Hamzah,"Kontrak dalam Jual-Beli Barang Internasional" dalam Seri Dasar, 
Jakarta, Sinar Grafika, 1998. 
Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia, Jakarta, 
Citra Aditya, 2006. 
Rai Widjya. I. G, Merancang Suatu Kontrak,  Bekasi, Mega Poin, 2004. 
Kutipan dari beberapa pasal 18 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 
Mariam Darus, Perjanjian Hukum Nasional dan Permasalahnnya,                                    
Bandung, Balai pustaka 1981. 
M. John, Echols, dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta : Gramedia, 
1986. 
Miru Ahmadi Dr, Hukum perjanjian dan perancangan kontrak, Jakarta, Rineka 
Cipta, 2008.  
Perlindungan Konsumen, KUHPerdata, Jakarta, 1999.  
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1990. 
Subekti 1995, Aneka Perjanjian, Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1997. 
Subekti, R. Prof. 2005, Aneka Perjanjian. Jakarta, Intermassa, 2001  
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Penerbit PT.                                                 
Grasindo, 2000. 
 
Salim, Hukum kontrak, Jakarta, Sinar  Grafika, 2009.  
Salim, Perkembangan Hukum Kontrak diluar Hukum Perdata, Jakarta, PT Raja 
Garafindo Persada. 2006. 
------------,.Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1986. 
Perlindungan Konsumen, KUHPerdata, Jakarta, 1999.  
Wicaksono Frans Satriyo, Membuat surat - surat perjanjian, Bandung, PT. Citra 
Aditya Bakti, 2008. 
 
-------------, Dalam Jurnal Hukum dan Keadilan, Bandung 17 Januari-Pebruari 1981. 
------------,.Hukum dan Advokasi Konsumen, Bandung, PT. Citra Aditya, 1999. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
